


  



 

i 
 



 

ii 

 

 

 

 

 



 

  

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

iv 

 

 

 

 

 

 



 

  

v 

 

 

 

  

 



 

  

vi 

 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN  

Yang Utama dari Segalanya....... 

Sembah sujud serta syukur kepada Allah Subhanabu Wata’ala Tuhan Semesta Alam, 

yang telah melancarkan dan memudahkan dalam pengejaan skripsi ini hingga 

akhirnya dapat terselesaikan dengan mudah. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan 

Kehariban Rasulullah Muhammad Shallahu’alaihi wasallam.  

Saya ucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya :  

1. Kepada Orang tua saya tercinta yaitu Bapak Lalu Riyanta dan Ibu Soeharti, 

yang telah merawat, mendidik, mendukung, dan tak hentinya mendoakan 

saya selama ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai sujud 

rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian, sehingga saya 

dapat menyelesaikan kuliah saya.  

2. Kepada adik saya Karisma Natalia yang telah mendoakan dan selalu 

mendukung saya. Tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain 

menghabiskan waktu bersama kalian. Semoga awal dari kesuksesan saya ini 

dapat membanggakan kalian.  

3. Kepada Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Abraham Ferry Rosando S.H., 

M.H., yang telah bersedia membimbing, mendukung, dan tak hentinya 

mendoakan saya dalam pengerjaan penulisan skripsi dari awal hingga Akhir.  

4. Kepada kakak dan teman – teman yang juga selalu memberi saran yang 

berguna untuk penulisan skripsi saya, serta dukungan yang tak henti.  

5. Terima kasih juga untuk seluruh pembaca, semoga tulisan saya itu senantiasa 

memberi manfaat dan berguna.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

vii 

 

 

 

 

 

 



 

  

viii 

 

KATA PENGANTAR 

 

               Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang 

senantiasamemberikan perlindungan dan kasih sayangnya, serta cinta kasih di dalam 

kehidupan Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 

berjudul PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEREDUKSI 

PERKARA DAN KONFLIK SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI.  

               Penulis skripsi ini guna melengkapi tugas dan persyaratan menempuh ujian 

tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, 

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

              Dengan Segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa karya tulis yang 

berupa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan mengingat keterbatasan yang 

penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca 

berupa kritik dan saran yang sifatna membangun sehingga akan lebih 

menyempurnakan skripsi ini.  

               Dalam Kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan rasa terimaksih yang 

sebesar – besarnya kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu hingga 

terselesaikannya skripsi ini. Ucapkan terimakasih kepada :  

1. Kedua Orang tua Ayahanda Lalu Riyanta dan ibunda tercinta Soeharti 

serta adik Karisma Natalia yang selalu mendoakan dan mensuport 

saya, serta semua keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang 

dan dukungan kepada penulis.  

2. Abraham Ferry Rosando,S.H.,M.H.Selaku Pembimbing penulis 

skripsi ini.  

3.  Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Untag Surabaya dan Staf 

Fakultas Hukum.  

4. Seluruh teman – teman Fakultas Hukum Untag Surabaya dan semua 

pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan 

bantuan dalam penyusunan skripsi ini.  

 Semoga seluruh kebaikan senantiasa di balas oleh Allah SWT. Akhir kata 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya 

dan pembaca pada umumnya.  

                                                                                   

Surabaya,  18 Januari 2021 

Penulis 

 

     Mega Puspa Kusumojati  



 

  

ix 

 

 

ABSTRAK  

 

Penelitian ini penulis membahas Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN)  dalam 

mereduksi perkara  dan konflik sengketa tanah melalui mediasi. Sengketa merupakan 

Pernyataan Publik mengenai tuntutan yang tidak selaras terhadap sesuatu yang 

bernilai, sedangkan konflik merupakan pertentangan yang bersifat makro, misalnya 

pertentangan antar golongan atau kelompok. Berdasarkan Peraturan Kementeriaan 

Agraria/ Tata Ruang tertulis istilah lembaga lain, Hal ini menjadi dasar adanya 

ketidakjelasan norma dan tidak di atur lebih jelas mengenai sengketa dan konflik yang 

menjadi kewenangan intansi lain apa yang di maksud sehingga menimbulkan 

penafsiran lain terdapat pada Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/Tata Ruang 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan mengenai masalah 

yang bukan kewenangan kementerian. Sengketa dan konflik yang masuk ke ranah 

Hukum Pidana yang memiliki tahapan dan mekanisme yang berbeda dengan yang di 

atur oleh Peraturan Menteri Agraria/Tata Ruang  Nomor 11 Tahun 2016 di selesaikan 

berdasarkan Kitab Undang – undang Pidana. Proses penyelesaian Sengketa tanah oleh 

Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam Peraturan Menteri Agraria 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus Pertanahan penanganan Mediasi  

penyelesaian sengketa dan konflik berdasarkan laporan bagian Tata usaha di kantor 

Badan Pertanahan Nasional dibedakan dua jenis laporan yakni; inisiatif Kementerian 

dan pengaduan masyarakat. Upaya yang di lakukan Dalam hal ini Kementerian 

Agraria/Badan Pertanahan melakukan evaluasi dan pengkajian ulang Peraturan 

Menteri Agraria/Tata Ruang  Pasal 11 ayat (4)  dapat menerapkan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat lebih spesifik tidak menimbulkan kesalahan pemaknaan pada 

penyelesaian sengketa dan konflik  Bagi  masyarakat pengajuan gugatan pengadilan 

membutuhkan waktu yang lama dan mengeluarkan banyak biaya maka Mediasi 

Badan pertanahan menggunakan pendekatan persuasif dengan menitik beratkan pada 

win-win solution untuk kedua pihak dengan berdasarkan pada prinsip keadilan. 

 

Kata kunci : Sengketa, Ketidak jelasan Norma, Mediasi  
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ABSTRACT  

 

This reserch seeks to discuss the role of the National Land Agencey in reducing land 

disputes and conflicts through mediation. A dispute refers to a public statement 

regarding a claim that is incosistent with something of value. Meanwhile, a conflictt 

refers to disagreement which is macro in nature, for example a conflict between 

communities or groups. Based on the Regulation issued by the Ministry of Agrarian 

Affairs/ Spatial Planning, there is a statement about other institutions. This invokes 

vagueness of norms which is not clearly regulated concerning what kind of dispute 

and conflict fall under the authority of other institutions,resulting to another 

interpretation found in Article 11 paragraph (4) of the Regulation of the Ministry of 

Agrarian Affrais/Spatial planning Number 11 of 2016 concerning settlement of land 

disputes which are not under the authority of the ministry. Disputes and conflict which 

are categorized into the realm of criminal law have diffrent stages and mechanisms 

from those regulated by the Ministry of Agrarian Affairs/ Spatial Planning Number 

11 of 2016, and are resolved based on criminal code. The process of resolving land 

disputes by the National Land Agency as a mediator as stated in the Regulation of the 

Ministry of Agrarian Affairs Number 11 of 2016 concerning the settlement of land 

disputes, mediation for disputes and conflicts resolution based on reports from the 

Administration section at the National Land Agency is categorized into two type; by 

the Ministry initiative and by public complaint. Efforts made by the Ministry of 

Agrarian Affairs/Land Agency can be in form of evaluation and review towards the 

Regulation of the Ministry of Agrarian Affairs/Spatial planning Article 11 paragraph 

(4) which can be applied according to community needs which specifically does not 

cause misinterpretation in resolving disputes and conflicts. For the community 

perspective, lawsuits take a long time and cost a lot of money. Therefore, mediation 

by the National Land Agency using persuasive approach and focusing on a Win – win 

solution for both parties based on the principle of justice is preferred.  

 

Keywords : Disputes, Unclear Norms,Mediation 
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